BPK Wajibkan Entitas Laporkan Hasil Audit di Media Massa

B NOVITA INTAN

JAKARTA — Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) mewajibkan seluruh en-
titas untuk melaporkan hasil pemerik-
saan laporan kenangannya kepada pu-
blik. Ketua BPE Agung Firman Sampur-
na menyanpaikan, entitas vang diavdit
oleh BPK adalah pengelola nang publik.
Dengan demikian, perlu ada transpa-
ranal terkait pengelolasn anggaran dan
aset negarm tersebul.

“Rukyat perlu tahu bagaimana la-
poran keuangan ity setelah diandit oleh
BPKE, kats Agung dalwm “Medin Work-
shop BPE' secara virtual palln Selasa
(21/7),

Agung mengatakan, pada taban ini
entitas atau kementerian/ lembaga (K/L)

vang diwajibkan menyampaikan lapor-
an kevangannva adaloh K/L yang mem-
peroleh apinl wajar tanpa pengecnalian
{WTPF) dari BPK, Sedanglan, mula ta-
Tun depan, ujar Agung, keselurohan en-
titas wajib melaporkan hasil pemeriksa-
an laporan keusngannya kepada publik.

“T'nhun ini vang diwajibkan adalah
entitay yang opininya WTP. Tahun de-
pan semun entitas apa pun opininye
hurus disampaikan kepada publik
wjrny.

Menurut dia, laporan tersebut harus
disampaikan kepada publik dengan
menvertakan selurah hasil pemeriksaan,
mulai dari neraea, laporan arus kas,
hinggn realisasi anggarn.

“Beberapa komponen akan ditam-
pilkan sato halaman penuh dart semun

—

entitas, baik pemerintah daerah, kemen-
terian/lembaga, maupun LEPP {laporan
kenangan pemerintah pusat),” katanya,

Agung menyebut, hasil pemeriksaan
laporan kevangan tingkat daerah, vakni
kabupaten, kota, dan provinsi dapat di-
sampaikan kepada media massa lokal,
Sedangkan, hagi entitas pusat atau K/L
watjib ditampilken melalui media massa
nasional,

Tak hanya itu, Agung jugs mewajib-
kan para entitas untuk melaporkan ke-
pada BPK vealisasi penvampatan lapor-
an keunngan tersebut.

“Harus menyampaikan kepadi kami
el sdah disampaikan kepadas public,
sepert] penyampaian prospektus per-
s haan vang akan go public, wjarmyi.

Sebelumnyve, BPE memberikan

opini WTP kepada LEPP 2019, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) pun meminia ja-
Jaranmya, baik kementerian maupun
lembaga agar menjadikan hasil peme-
riksaan BPK sebagal parameter per-
baikan, reformasi, dan perubahan dalam
pengelolasn anggaran negara,

Hal ini disampaikan Jokowi saat
acnrn Penyampaian Luporan Hasil
Pemerikssan Atas Laporan Kenangan
Pemerintah Pusat { LHP LEPP) 2010 di
Istiana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

“Saya mintn kepadi seluruh menterd
dan kepala lembaga untuk menjidikan
hosil pemeriksnan BPK ini sebagai
parameter perbaikan, sebagni parameter
reform, dan sebagai parameter per-
ubahan dalam pengelolaan anggaran
negara,” ujar Jokows.

Fresiden pun mengapresiasi kinerja
Jajarannya yang selama empat tahun
herturat-turut sejak 2016 hisa mem-
pertahankan opini WTP dari BPE. Se-
lain itu, jumlah entitas pemeriksaan
yang mendapatkan predikat WTP juga
meningkat dari tahun sebelumnya,
yakni menjadi 85 entitas pada 2019 dari
B2 entitus pada 2018,

Lobih lanjut, Jokowi meminta agar
kementerian dan lembuags yang mem-
peroleh oping WTP dipat terus memper-
tahankan kinevjanya. Sedangkan bagi
kementerian vang memperoleh opini
WP (wijar dengin pengecisalion) agar
segera melukukan perbaikan, terabosan,
dan melakukun langkah perobahan vang
signifikan,
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